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Menjadi suatu kewajiban akademik untuk membungkus ide dalam 
seminar tersebut agar tidak hanya selesai di meja seminar, namun ada 
dokumen hasil dari seminar yang kelak dapat kita wariskan kepada anak 
cucu kita berupa buku.  Buku yang ada ditangan pembaca ini 
merupakan kumpulan tulisan dari peserta seminar dengan berbagai 
macam disiplin keilmuan penulis namun tetap fokus membahas tentang 
potensi laut Indonesia sesuai dengan tema seminar yang tentunya akan 
semakin memperkaya wawasan kita berkenaan dengan laut Indonesia 
dari berbagai macam sudut pandang penulis sehingga dapat menjadi 
sumbangsih bagi kemajuan dunia keilmuan di Indonesia. Selamat 
membaca. 
 
Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

Bandar lampung, 8 Januari 2019 
                                                                     Dekan FH Unila 

 
                                                                          Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H. 
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Abstrak 
Menjadi negara kepulauan atau maritim tentu membuat Indonesia 
memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang 
dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, 
mangrove, dan pemanfaatan tana man laut, serta masih banyak lainnya. 
Oleh sebab itu, masyarakat, khususnya para nelayan, dapat memperoleh 
manfaat dari aspek kelautan tersebut. Desa pesisir memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah lain,  desa pesisir 
berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Dalam penyusunan 
strategi pengembangan desa pesisir, disusunberdasarkan kondisi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari desa-desa pesisir 
tersebut berdasarkan kondisi faktual dilapangan, maka teknis yang 
digunakan adalah mencari strategi silang dari keempat faktor SWOT. 
Kata kunci: Kebijakan, Desa Pesisir  
 
A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 
terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 
81.000 km dan luas laut 3,1 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² 
perairan teritorial dan 1,8 juta km² perairan nusantara atau 62% luas 
teritorialnya. Dengan persentase luas perairan yang besar tersebut, 
memberi konsekuensi pada luasnya wilayah pesisir dan lautan.  Pesisir 
merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arahdarat 
meliputi bagia daratan, baik kering maupun terendam air, yang 
masihdipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan 
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perembesanair asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang 
masih dipengaruhioleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti 
sedimentasi dan aliranair tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan 
manusia di darat sepertipenggundulan hutan dan pencemaran. 

Sebagian besar wilayah Indonesiaadalah terdiri dari lautan 
danmemiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang 
dimilikitersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan 
masyarakat nelayanyang menggantungkan hidup pada potensi kelautan 
(maritim) tersebut.Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat 
nelayan senantiasa dilandakemiskinan, bahkan kehidupan nelayan 
sering diidentikkan dengankemiskinan.Desa pesisir memiliki akses 
langsung pada ekosistem pantai, mangrove, padang lamun, serta 
ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis mempengaruhi 
aktivitas-aktivitas ekonomi didalamnya.Kegiatan ekonomi di desa 
pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa 
lingkungan pesisir.Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, 
perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Desa pesisir merupakan 
salah satu bagian wilayah pesisir yang sangat terbelakang, oleh karena 
itu desa-desa pesisir sangat potensial menjadi kantong-kantong 
kemiskinan.Karena kesulitan mengatasi masalah kemiskinan diwilayah 
pesisir, maka menjadikan wilayah pesisir menjadi wilayah yang rawan 
dibidang sosial ekonomi. 

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. (nelayan) padasaat 
ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian 
agraris.1Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) 
merupakankelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai 
lapisan sosial yangpaling miskin diantara kelompok masyarakat lain di 
sektor pertanian.Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan 
Perikanan Nomor:KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum 
Perencanaan PengelolaanPesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan 
sebagai wilayah peralihanantara ekosistem darat dan laut yang saling 
berinteraksi, dimana ke arah laut12 mil dari garispantai untuk propinsi 
dan sepertiga dari wilayah laut itu(kewenangan propinsi) untuk 
kabupaten/kota dan ke arah darat batasadministrasi kabupaten/kota. 

 
 

                                                           
1Tri Rianti Agustin Seloningrum,Strategi Pengembangan Desa-Desa Pesisir Di Kecamatan 

Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara, Hal 1 
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memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang 
dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, 
mangrove, dan pemanfaatan tana man laut, serta masih banyak lainnya. 
Oleh sebab itu, masyarakat, khususnya para nelayan, dapat memperoleh 
manfaat dari aspek kelautan tersebut. Desa pesisir memiliki 
karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah lain,  desa pesisir 
berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Dalam penyusunan 
strategi pengembangan desa pesisir, disusunberdasarkan kondisi 
kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari desa-desa pesisir 
tersebut berdasarkan kondisi faktual dilapangan, maka teknis yang 
digunakan adalah mencari strategi silang dari keempat faktor SWOT. 
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A. Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang 
terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 
81.000 km dan luas laut 3,1 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² 
perairan teritorial dan 1,8 juta km² perairan nusantara atau 62% luas 
teritorialnya. Dengan persentase luas perairan yang besar tersebut, 
memberi konsekuensi pada luasnya wilayah pesisir dan lautan.  Pesisir 
merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arahdarat 
meliputi bagia daratan, baik kering maupun terendam air, yang 
masihdipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan 
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B. Pembahasan 
Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan 

melakukanaktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya 
wilayah pesisirdan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat 
pesisir memilikiketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan 
kondisi sumber dayapesisir dan lautan.Masyarakat pesisir adalah 
sekumpulan masyarakat(nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, 
dan lain-lain) yang hidupbersama-sama mendiami wilayah pesisir 
membentuk dan memilikikebudayaan yang khas yang terkait dengan 
ketergantungannya padapemanfaatan sumber daya pesisir.Masyarakat 
pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang danberada dalam 
posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang ttidak 
diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat 
pesisir.Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, 
kepercayaan,peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu 
dibalikkemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak 
cara dalammengatasi masalah yang hadir. 

Ciri khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek biofisik 
wilayah,ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di 
dalamnyabersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada 
wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, 
seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan 
air laut yangmenghasilkan ekosistemyang khas. Ditinjau dari aspek 
kepemilikan,wilayah pesisir dan laut serta sumberdaya yang terkandung 
didalamnya sering memiliki sifat terbuka. 

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa 
sebagianbesar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian 
disektorkelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan 
pasir dantransportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat 
pesisir sebagianbesarmsihrendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman 
masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik 
danterkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang 
relativeberada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka 
panjang 

tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna 
pemenuhankebutuhan masyarakatpesisir. Masyarakat di kawasan 
pesisir Indonesia sebagian besar berprofesisebagai nelayan yang 
diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyangmereka. 
Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat 
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2 https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-

masalah, diakses pada 1 oktober 2018 
3 Leo Agustino, Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir 

Kecamatan Teluk Naga, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol 13 No. 1 Tahun 2017, 
Hlm 1955-1956.  
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dan kapabel) didalam mengimplementasikan kebijakan atau 
melaksanakan tugas yang diinginkan. 

b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk 
informasi, yakni pertama, informasi yang berhubungan dengan 
cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui 
apa yang dilakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, 
informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana 
terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah 
ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain 
yang terlibat didalam pelaksanaan kebwijakan tersebut patuh 
atau tidak.  

c. Wewenang; pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal 
agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan 
otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan 
kebijakan yang ditetapkan secara politis. Ketika wewenang itu 
nihil, maka, dimata publik kekuatan para implementor menjadi 
tidak terlegitimasi, sehingga, dapat menggagalkan proses 
implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks yang lain, ketika 
wewenang formal tersebutada, maka, sering terjadi kesalahan 
dalam melihat efektivitas kewenangan.Di satu pihak, efektivitas 
kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi 
kebijakan, tetapi, di sisi lain, efektivitas akan menyurut 
manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi 
kepentingannya diri kelompoknya. 

d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan. Walau implementor memiliki stafyang 
mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan 
memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun, 
tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka, 
implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasildan regulasi 
pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus 
mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam 
pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak. 
Disisi lain implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa harus dilakukan secara cermat dan hati-hati terkait 
dengan klausul pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, terutama 
dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 jo Undang-Undang 
Nomor 1/2014 tentang Pesisir, Lautan, dan Pulau-pulau Kecil. 
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Setidaknya ada beberapa fakta yang harus diutamakan, yaitu 
pertama, keberadaan masyarakat desa pesisir sebagai bagian dari 
komunitas masyarakat desa. Kedua, pengelolaan sumber daya pesisir 
yang dilakukan secara terpadu dalam hierarki tata kelola pemerintahan. 
Ketiga, sumber daya yang dikelola harus mampu memberikan manfaat 
ekonomi, ekologi, dan sosial kepada masyarakat pesisir. 

Menurut Grand Design Pembangunan Desa (2009), jumlah desa-
desa pesisir di Indonesia 14 % dari seluruh desa atau 9.326 desa dengan 
luas 35.949.021,30 hektar atau 19 persen dari keseluruhan desa-desa di 
Indonesia. Namun, dalam konteks Undang-Undang Desa, yang 
dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat-
istiadat, dan sosial budaya setempat dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam konteks ini jelas sekali terdapat dua cara pandang 
otonomi yang berbeda. Rezim undang-undang pesisir dan laut otonomi 
desa masih dibawah kontrol kabupaten, sedangkan rezim wundang-
undang desa otonomi ada di desa sendiri, hanya ada hubungan 
koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal pembiayaan 
pembangunan desa.Dalam undang-undang desa, kewenangan desa 
diakui kabupaten/kota (Pasal 16 poin b), pusat, provinsi dalam 
pengelolaan sumber daya pesisir. Desa memiliki hak untuk 
mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa dari sumber daya yang 
ada. 

Pendapatan ini dapat berasal dari pendapatan asli desa (PAD). 
PAD desa pesisir (Pasal 57 Ayat 1) dapat berasal dari tambatan perahu, 
pelelangan ikan, hutan milik desa, dan tanah kas desa.Didalam tanah kas 
desa kita akan mendapati lahan pesisir yang menjadi obyek wisata, 
pelabuhan perikanan, dan hamparan pantai. Di hutan desa pesisir 
terdapat hutan mangrove. Selanjutnya, setiap aktivitas perikanan, 
pelelangan, dan pelabuhan akan dikelola langsung kepala desa. 

Dalam undang-undang pesisir, suatu daerah kabupaten/kota 
dapat memberikan izin dalam pengelolaan wilayah pesisir.Izin usaha 
perikanan (tangkap) terhadap kapal di pelabuhan dikelola Kementerian 
Kelautan Perikanan (Permen No 05/2008 KP), pelabuhan perikanan, 
dan perizinan usaha industri perikanan di kawasan pelabuhan.Jika 
dalam praktiknya tata pemerintahan desa terlaksana, kewenangan 
kabupaten/kota atas desa pesisir dengan sendirinya akan hilang. 
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Dengan demikian, seorang kepala desa dalam mencari dana dapat 
memberikan izin lokasi usaha. 

Kondisi dalam UU Desa akan sangat berbeda dengan UU Pesisir 
dan Laut. Desa tidak boleh memberikan izin lokasi pada zona inti di 
kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum 
karena harus dilakukan oleh menteri.Dengan adanya perbedaan yang 
berisiko multitafsir terhadap UU No 27/2007 jo UU No 01/2014 dengan 
RUU Desa yang diusulkan jadi undang-undangdesa, pengelolaan desa 
pesisir harus didesain dalam sebuah kerangka pengelolaan yang sinergis 
dan berkelanjutan. 

Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah desa 
pesisir dan laut paling tidak mempertimbangkan tiga elemen penting 
(PEMSEA, 2003), yaitu tata kelola (governance), pembangunan 
berkelanjutan, dan status wilayah pesisir.Tata kelola mencakup 
perencanaan, kelembagaan, legislasi, informasi, pendanaan, dan 
pengembangan kapasitas. Pembangunan berkelanjutan mencakup 
perlindungan sumber daya alam, pemulihan habitat, penyediaan sumber 
daya air, dan ketahanan pangan (food security and livelihood).Dalam 
status pesisir paling tidak mengacu pada konsep Tujuan Pembangunan 
Milenium (MDG). UU Desa dan UU Pesisir harus satu konsep dalam 
mewujudkan ketiga hal ini.Untuk tingkat desa, meski tidak ada 
kewajiban, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sangatlah baik 
untuk memperkuat perencanaan desa. 

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan terhadap pola pengelolaan 
sumber daya wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat desa pesisir, 
penataan otonomi desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. 
Menyadari kegagalan pendekatan pembangunan yang sentralistik, 
diperlukan pelibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir 
dan laut di desanya.Dengan demikian, pengelolaan pesisir desa 
berlangsung secara terpadu melalui implementasi pengelolaan terpadu 
desa pesisir (integrated coastal village management).4 

Pengelolaan ruang laut secara terpadu meliputi keterpaduan 
sektoral, keterpaduan ilmu, dan keterpaduan ekologis.Keterpaduan 
sektoral terdiri atas integrasi horizontal yaitu koordinasi tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah 

                                                           
4 Yonvitner(Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian 

Bogor (KSPL-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian Dalam Negeri), Mengelola Desa Pesisir, 
KOMPAS, 04 November 2014. 
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pada tingkat pemerintah dan integrasi vertikal, yaitu koordinasi dalam 
integrasi vertikal terjadi antar tingkat pemerintahan mulai dari desa, 
kecamatan, kabupaten, dan seterusnya.Berikutnya, keterpaduan ilmu 
berarti pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dilaksanakan 
berdasarkan pada pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan 
berbagai bidang ilmu.Sementara itu, keterpaduan ekologis merujuk 
bahwa wilayah pesisir dan lautan tersusun dari berbagai ekosistem. 
 
C. Penutup 

Paradigma yang perlu ditanamkan dan diimplementasikan oleh 
pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan 
dengan pengembangan sumber daya manusia desa di perisir harus 
mengintegrasikan setidaknyaaspek sektoral, aspek keilmuan, dan aspek 
ekologis. Melalui desain tesebut, pengembangan sumber daya manusisa 
desa di pesisir akan lebih mudah terlaksana. Tentunya pemerintah 
daerah memiliki peran strategis untuk memmbuat kebijakan yang 
mendukung hal tesebut. 
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